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. Pendahuluan

Dalam perkembangan perekonomian, Indonesia memiliki banyak sekali sentra industri
kecil sampai menengah yang tersebar luas di setiap provinsi yang ada. Efektivitas produksi
industri Usaha Mikro Kecil di DKI Jakarta sangat luar biasa, bahkan mengalahkan Provinsi
Jawa Tengah. Meskipun dalam jumlah yang tergolong besar, namun produksinya ternyata
kecil untuk ukuran sentra yang memiliki banyak industri (Data Tabel BPS, 2017). Hal ini
terjadi karena meskipun secara jumlah masih di bawah, namun dikarenakan tingkat konsumsi
masyarakat DKI Jakarta yang tinggi, tingkat produksi para pelaku UMK yang ada juga akan
semakin besar seiring dengan laju permintaan dan penawaran yang tinggi di pasar. Dengan
banyaknya produksi yang dihasilkan tersebut, tentunya sedikit banyak telah memberikan
kontribusi yang besar bagi peningkatan penghasilan para pemilik UMK tersebut.
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Bahkan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) menyatakan
bahwa kontribusi KUKM yang termasuk di dalamnya koperasi mencapai kurang lebih 57
persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Tenaga kerja yang berhasil diserap ternyata
berjumlah sekitar 101 juta orang dan jumlah unit usaha yang ada mencapai sekitar 55 juta unit
(DJP, 2012). UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang tidak terkena dampak dari
adanya inflasi dan krisis ekonomi dunia. UMKM jugalah yang menjadi urat nadi dan tulang
punggung perekonomian masyarakat Indonesia, baik dari lapisan masyarakat bawah,
menengah, maupun atas sekalipun. Ibarat jamur yang tumbuh subur, UMKM akan terus ada
di dalam kegiatan perekonomian masyarakat selama masih ada kesempatan yang besar di
dalamnya.

Namun, tidak serta merta para pelaku UMKM setuju dan mau untuk melakukan
pembayaran pajak tersebut. Banyak yang masih enggan dan bahkan menolak atau resisten
terhadap pajak yang berlaku bagi usaha yang mereka jalankan. Meskipun telah diterbitkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus tentang permasalahan pajak UMKM ini, namun
keengganan tersebut tetap masih ada di benak mereka (Henley, dalam harian Republika,
2017).

ang besar, mengingat Wajib Pajak UMKM
I seluruh Indonesia, 600 ribu Wajib Pajak
ai 59 juta unit (Henley, 2017). Bahkan,
pada ratusan ribu pelaku usaha yang
dari total UMKM, yang melakukan
News, 2017). Refleksi yang terjadi
MKM tersebut jauh dari ekspektasi

Hal tersebut patut menjadi perhatia
masih sangat sedikit dari total UMk
berbanding lurus dengan total p
jika melihat dari sisi kepatuha
patuh dan pada tahun pajak 20
penyampaian Surat Pemberita
tentu membuat penerimaan pa
yang diharapkan.
Cukup mengecewakan

KM bagi penerimaan pajak secara
keseluruhan. Seharusnya, seperti ya Ul bersama bahwa sektor UMKM tersebut
memiliki pengaruh yang besar dalam po egara Indonesia. Namun justru perusahaan
kategori besar yang menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak meskipun memiliki porsi
PDB yang lebih kecil dan ren hgnflasigdan permasalahan global lainnya.

Begitu pula dengan p berkenaan dengan adanya program tax
amnesty. Pelaksanaan tax a e mun tetap meninggalkan berbagai
problem, di mana pada akhir iitingkat kepatuhan itu sendiri. Seperti yang
tercantum dalam harian liputan6.com (2017), Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri
Mulyani menyatakan bahwa target pajak hasil tax amnesty belum tercapai dengan maksimal,
dan kontribusi hasilnya terhadap PDB sendiri juga masih di bawah 50 persen.

Problematika kian kompleks khususnya yang terjadi pada sektor UMK. Meskipun
secara umum mendukung adanya tax amnesty, namun di lain sisi permasalahan yang timbul
membuat sektor UMK masih banyak yang enggan mengikuti tax amnesty. Seperti adanya
permasalahan teknis di lapangan, kurang pahamnya aturan akan tax amnesty, tata cara
penghitungan dan pengungkapan harta yang masih belum paham, bahkan kemalasan dari para
pemilik UMK itu sendiri menjadi faktor permasalahan di dalam penerapan program tax
amnesty pada sektor UMK (Dikutip dalam portal berita pengampunanpajak.com;
katadata.co.id; dan forum ortax, 2016).

Salah satu cara yang tepat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dan juga
pada tax amnesty itu sendiri, terutama yang terjadi pada sektor UMKM yaitu dengan melalui
sosialisasi perpajakan. DJP telah banyak melakukan sosialisasi tersebut, dan dilakukan
dengan berbagai macam cara dan juga bentuk.

Seperti dengan melakukan seminar atau acara diskusi masalah pajak (DJPnews, 2015),
mengadakan kelas pajak (ortax, 2016), sosialisasi secara tatap muka langsung, iklan layanan




masyarakat di televisi, radio, maupun di media cetak dan internet, workshop, sosialisasi dalam
Car Free Day, sosialisasi pada website www.pajak.go.id (DJParticle, 2016), bahkan sosial
media telah digunakan sebagai tempat sosialisasi perpajakan terbarukan yang dilakukan oleh
Ditjen Pajak. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi tax amnesty, tokoh penting seperti
Menkeu dan Presiden RI sekalipun ikut serta mengadakan sosialisasi yang dimaksud dengan
bentuk acara-acara yang diselenggarakan oleh DJP (DDTCNews, 2017).

Sehingga dari adanya sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan tersebut, diharapkan
akan memberikan pemahaman dan kepatuhan bagi pemilik usaha sektor UMK untuk
membayar pajak dan lebih paham akan arti penting pajak bagi pembangunan Negara
Indonesia. Namun, berdasarkan hasil wawancara awal dengan pemilik usaha sektor UMK
bidang usaha percetakan di Kecamatan Cilandak, ternyata ditemukan bahwa masih adanya
ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Meskipun sebelumnya telah dilakukan sosialisasi secara langsung dari pegawai pajak
setempat, selama sekitar hampir 2 tahun pengusaha mikro tersebut tetap tidak membayar
pajak atas hasil usahanya tersebut, dengan berbagai macam alasan yang menyertainya. Di sisi
lain, seorang pemilik UMK lainnya pada bidang industri yang sama, tanpa ada sosialisasi
secara langsung dari pegawai pajak setempat beliau telah dapat memiliki kesadaran yang
begitu besar akan pajak yang belia

as, beserta pengamatan langsung yang
a bahwa masih adanya permasalahan
yang terjadi. Dampak perpajakan
K dalam memberikan pemahaman
uran yang berlaku, atau sosialisasi
. Sehingga di dalam penelitian ini,
as dampak sosialisasi perpajakan yang
sesungguhnya dirasakan dan dia pandang pemilik usaha sektor UMK,
khususnya yang berada dalam wilayah ata I penelitian.

Dengan demikian, dari adanya fenomena d| atas, peneliti menggunakan beberapa
penelitian terdahulu yang dirasaka penelitian di dalamnya. Sehingga
dapat menjadi literatur tambahan pada tan penelitian ini. Di antaranya adalah
dari Putri dan Pratomo (2014) (2015). Kemudian untuk jurnal
Internasional, peneliti mengg a (2014) dan Atawodi & Ojeka
(2012).

Penelitian terakhir menggunakan berasal dari Mutiah, et.al. (2011). Pada jurnal
tersebut memfokuskan pada interpretasi pajak yang ada di sektor UMKM dari perspektif para
pelaku UMKM tersebut. Dari metode penelitian yang digunakan dapat menjadi sebuah
landasan bagi peneliti di dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak sosialisasi
perpajakan bagi pemilik Usaha sektor Mikro dan Kecil (UMK) dalam meningkatkan
pemahaman dan kepatuhan pajak sektor UMKM beserta pemahaman akan tax amnesty dan
kepatuhannya bagi pemilik usaha tersebut. Secara garis besar berfokus pada perspektif
pemilik usaha sektor UMK tentang adanya pajak UMKM dan tax amnesty beserta alasan-
alasan yang menyertai kepatuhan dalam pembayaran pajak tersebut dan sosialisasi perpajakan
untuk pajak sektor UMKM dan tax amnesty bagi faktor pemahaman dan kepatuhan pajak.

diadakan pada lokasi penelitia
yang cukup kentara terkait de
seperti apa yang dirasakan pa
dan kepatuhan pajak. Apaka
perpajakan yang ada hanya S
peneliti mencoba memberikan g

1. Tinjauan Literatur dan Hipotesis
Hasil Penelitian Sebelumnya
Mutiah, et.al. (2011) melakukan penelitian dengan judul “Interpretasi Pajak dan
Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Sebuah




Studi Interpretif)”. Pada penelitian tersebut, memfokuskan pada interpretasi dan implikasi dari
adanya pajak itu sendiri berdasarkan perspektif para Wajib Pajak UMKM. Secara hasil,
penelitian membuktikan bahwa secara garis besar telah mengetahui secara eksplisit mengenai
arti pajak yang dibayarkan oleh mereka namun belum mampu mengimplikasikan pajak
UMKM secara benar dengan banyak alasan yang menyertainya.

Secara singkat peneliti akan menggunakan beberapa poin dalam penelitian tersebut
dan mereplikasikannya ke dalam penelitian ini. Terutama mengenai perspektif-perspektif
yang muncul dalam menjawab permasalahan yang ada. Perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian Mutiah, dkk (2011) adalah pada letak objek penelitian yang berbeda, di
mana peneliti mengambil sampel di DKI Jakarta secara umumnya, selain itu pula fokus
masalah akan lebih dititikberatkan pada persepsi atas sosialisasi perpajakan dan pada sektor
usaha yang hanya akan difokuskan pada sektor usaha Mikro dan Kecil saja.

Selanjutnya adalah dari Putri dan Pratomo (2014) yang melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur)”. Pada penelitian tersebut
memfokuskan terhadap pengaruh sosialisasi dan Help Desk terhadap peningkatan kepatuhan
Wajib Pajak dengan pendekatan kuantitatif. Secara hasil ditemukan bahwa tidak ada pengaruh
yang signifikan antara sosialisasi dan da peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian secara di lapangan, menghasilkan kesimpulan
bahwa variabel yang ada tida kepatuhan pajak. Dari hasil tersebut
menjadi dasar bagi peneliti dal i, terutama karena pembahasannya
yang sama, namun dengan te yang berbeda yaitu di DKI Jakarta
secara umumnya dan menggu ain itu pula, permasalahan yang ada
akan lebih diarahkan pada per memaknai dampak atas sosialisasi
perpajakan.

Penelitian yang terakhir da , et.al. (2015) yang melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan”. Pada penelitian tersebut memfokuskan terhadap
pengaruh yang terjadi antara gosialisasigdan ipperpajakan terhadap kepatuhan pelaporan
pada Wajib Pajak Badan. /Secara h h secara simultan kedua varibel
memberikan pengaruh yangf signi k han pelaporan SPT Wajib Pajak
Badan. Namun, secara parsi a alisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap
pelaporan.

Dari hasil yang ada, terlihat sama seperti yang terdapat pada penelitian Putri dan
Pratomo (2014). Namun peneliti akan lebih memastikan hasilnya dengan metode yang
berbeda dan dengan subjek pajak serta tempat penelitian yang berbeda pula. Hal ini bertujuan
agar mendapatkan hasil yang lebih luas bagian pajak mana yang sosialisasinya memberikan
kontribusi pada peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dari Warouw, et.al.
(2015) ini juga menjadi bahan tambahan dalam memperkaya literatur terdahulu, terutama
mengenai teori yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.




Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., menyatakan bahwa pajak
adalah iuran yang dipungut dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan saat iu juga dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum negara (dalam Purwono, 2010, 7).

Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di atas maksud dari
diterbitkannya adalah dengan menimbang:

a. Bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri
ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan
yang terutang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Huruf e dan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Tentang Pajak Penghasila ilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

Dengan adanya pertimb enjelasan yang ditimbulkannya maka
sesuai dengan Pasal 2 dijelaska
iperoleh Wajib Pajak yang memiliki
an yang bersifat final;
2rtentu sebagaimana yang dimaksud
i Kriteria sebagai berikut:
ajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk

b. Wajib pajak yang me
pada Ayat 1 adalah Wa
1)  Wajib Pajak Orang
usaha tetap; dan
2)  Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa
sehubungan demgan jaangbebas, demgan peredaran bruto tidak melebih
Rp. 4.800.000.000,00 (empat pan ratus juta rupiah) dalam 1 (tahun)
pajak;
c. Tidak termasuk Wa kOr. ribadi agaimana dimaksud pada Ayat 2
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha pedagangan
dan/atau jasa yang dalam usahanya:
1)  Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang
menetap maupun tidak menetap; dan
2)  Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang
tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pemahaman Pajak

Secara sederhana, pemahaman pajak dalam penelitian ini menggunakan definisi
menurut Resmi (2009, dalam Tene, et.al 2017). Pemahaman pajak menurut Resmi (2009, 69)
memberikan penjelasan bahwa pemahaman serta pengetahuan akan peraturan perpajakan
adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan
pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk membayar pajak yang ada. Di mana yang dimaksud
mengerti dan paham adalah Wajib Pajak atau non Wajib Pajak yang memahami ketentuan
umum dan tata cara perpajakan, yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran
atau pelaporan SPT.




Dengan demikian, dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan mengerti dan
paham, apabila telah mengetahui dan memahami cara menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan
SPT. indikator-indikator itulah yang kemudian menjadi dasar dalam menganalisa setiap
informasi yang diperoleh, apakah telah sesuai dengan prinsip atau indikator tersebut, di mana
sebagian besar telah pula mengarah pada pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai Wajib
Pajak. Setidaknya, secara garis besar, konsep tersebut yang menjadi dasar utama dalam
menganalisa informasi kunci yang didapatkan dalam penelitian ini, pemahaman akan hak dan
kewajiban perpajakan mereka, sampai sejauh mana dampaknya menghasilkan pemahaman
tersebut.

Sosialisasi Perpajakan

Secara umum, Putri dan Pratomo (2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan
adalah upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu institusi di
Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada
masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangannya.

Sehingga, segala bentuk pem asi dan pembinaan masyarakat serta Wajib
i i jak selaku institusi pemungut pajak
ak dan segala proses yang diperlukan
menjadi urusan Direktorat Jenderal

mwngenai segala sesuatu yang
merupakan sosialisasi perpajaka
Pajak.

Bentuk Sosialisasi Perpajak

Selanjutnya, Putri dal nyatakan bahwa bentuk sosialisasi
: ayanan pajak yang memegang peranan
penting dalam upaya memasyarakatka ajak dalam upaya kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dalam hal ini, negara memberlkan perintah kepada pemerintah untuk menjalankan

kewajiban pemungutan pajak pad

ngkapkan dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor: SE- aman Sosialisasi Perpajakan Bagi
Masyarakat (Putri & Prato bahwa indikator sosialisasi perpajakan
terdiri dari:
a. Media Informasi
Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media
luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan
dalam sosialisasi perpajakan. Berikut adalah beberapa contoh media informasi yang
dimaksud:
1) Media Televisi;
2) Media Koran;
3) Media Spanduk;
4) Media Flyers (Poster dan Brosur);
5) Media Billboard/ Miniboard,;
6) Media Radio.
b. Slogan
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan slogan yang
menjadi alat sosialisasi perpajakan kepada masyarakat secara luas:




1. Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut-nakuti atau bersifat
intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan.

2) Slogan lebih ditekankan kepada kata “manfaat pajak” yang diperoleh.

3) Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria
diatas: “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.

4) Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi Kriteria
diatas: “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.

c. Cara Penyampaian
Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak
langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi, dan sejenisnya.
Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang
sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat
diterima dengan baik.

d. Kualitas Sumber Informasi
Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber
informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah sebagai berikut:
1) Call Center;
2) Penyuluhan;
3) Internet;

4) Petugas Pajak;
5) Televisi;
6) Iklan Bis;

e. Materi Sosialisasi
Materi sosialisasi ya
NPWP dan pelayanan p

f. Kegiatan Penyuluhan
Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah:
1) Metode yang digunakan adalah metode diskusi.

ankan pada manfaat pajak, manfaat
asing unit.

2) Media yang dipergunak h or.

3) Materi yang disampai ian SPT dan pengetahuan perpajakan
lainnya yang membantu

4) Penyuluh pembic sai‘materi.

Kepatuhan Pajak

Putri dan Pratomo (2014) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu
diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan
sanksi baik hukum maupun administratif.

Dengan demikian kepatuhan diartikan sebagai kesediaan dan kesadaran masyarakat
yang telah dinyatakan sebagai Wajib Pajak, atau telah sesuai dengan persyaratan atas Wajib
Pajak yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam memenubhi
kewajibannya membayar pajak.

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak Patuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerapan Wajib Pajak dengan
Kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bab
Il Pasal 2 yang menyebutkan (Putri dan Pratomo, 2014) sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,




b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak
yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

c. Laporan Keungan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan
Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut, dan

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak menyatakan bahwa Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah sebuah
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan
dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang
Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kemudian, Santoso (2009) sendiri mendefinisikan Tax Amnesty sebagai sebuah
kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum
dilaporkan, membayar uang tebusas alti, tak ada pengusutan atas jumlah yang
gi negara, dan mendorong kepatuhan
pagai suatu cara yang dilakukan oleh
payaran pajak dengan menggunakan

sukarela. Dengan demikian, Té
pemerintah dalam meningkatka

Dalam penelitian ini, pene : pangan dengan menggunakan metode
sosialisasi perpajakan yang terjadi pada
sektor Usaha Mikro dan Kecil (U art perspektif pemilik, yang dilakukan dengan
paradigma interpretif dan pendekatan menggunakan fenomenologi transendental. Hal tersebut
telah sesuai dan mereplikasi dari penelitian yang,t dilakukan oleh Mutiah, et.al. (2011), di
mana pada dasarnya sama-sama m k elitian kualitatif interpretif dengan
pendekatan fenomenologi.

Cresswell (dalam Ahmadif™ 2014, enyatakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan suatu proses inkuiri dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi-
metodologi tradisional yang jelas dalam rangka mengeksplorasi fenomena-fenomena yang
terjadi pada masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah gambaran rumit yang
holistik atau menyeluruh, menganalisis kata-kata yang didapatkan, melaporkan pandangan-
pandangan informan secara mendetail, dan melakukan studi dalam latar alamiah.

Sehingga peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis sebagai cara dalam proses
pemahaman selanjutnya dari fenomena-fenomena yang muncul. Karena makna yang timbul
tersebut merupakan fenomena esensial bagi para pemilik UMKM yang menjadi partisipan
penelitian. Terutama untuk beberapa fenomena yang membutuhkan pengalaman langsung dari
para partisipan, seperti yang ada di dalam penelitian ini. Sehingga keberadaannya perlu
diperjelas, berikut adalah beberapa penjelasan singkat pada pendekatan fenomenologi
tersebut.

Menurut Adian (2010, 145), menyatakan bahwa fenomenologi merupakan sebuah studi
tentang fenomenon-fenomenon apa saja yang tampak. Fenomena sendiri secara literal berarti
apa yang tampak (phainomenon, dari bahasa Yunani), dari yang menampakkan diri
(phainesthai/ phainomai/ phainein). Dalam konteksnya, fenomenologi dapat dipahami
sebagai apa yang tampak dalam kesadaran.




Berdasarkan penjelasan di atas, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang
penting dalam setiap penelitian kualitatif, karena menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk
dapat menganalisa lebih dalam atas fenomenon-fenomenon yang tampak. Sebelum membahas
lebih dalam terkait hal tersebut, mengenai jenis pendekatan fenomenologi apa yang
digunakan, dan alasan penerapannya, terlebih dahulu akan peneliti jelaskan sedikit tentang
paradigma interpretif. Paradigma yang menjadi dasar dalam penerapan studi yang dilakukan
di dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

Paradigma interpretif, menurut Pace & Faules (1994, dalam Mulyana, 2013) seorang
subjektivis memandang suatu realitas sebagai proses kreatif yang memungkinkan seseorang
untuk menciptakan ketidakteraturan. Karena pada dasarnya dunia dan semua aspeknya tidak
terstruktur, maka manusialah yang menciptakan struktur tersebut, bukan struktur yang
menentukan (perilaku) manusia. Dengan kata lain, manusia bebas untuk memilih tindakan
yang dapat merubah struktur. Struktur tersebut dapat berupa peran-peran dan aturan-aturan
yang dimana manusialah yang akan mengisi dan melaksanakannya. Sementara Mulyana
(2013, 32) sendiri menyatakan bahwa kaum subjektivis menjelaskan makna mengenai
perilaku dan menafsirkan apa yang orang lakukan. Sehingga peneliti mencoba memahami
perilaku seseorang dalam kebiasaan, pengalaman dan tindakan melalui sebuah fenomena yang
terjadi.

Dengan demikian, berdasa ersebut, peneliti akan mengangkat
fenomenon berdasarkan perspekti ajak sektor UMKM dan tax amnesty
yang terkadang dapat menjad reka dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya. Pengalaman, sektor UMK dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan kemba pendekatan fenomenologi menjadi
penting di dalam pelaksanaan

Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adala asalahan-permasalahan apa saja yang timbul di
dalam penelitian ini. Pada dasarnya, seperti yang telah diungkapkan di atas, permasalahan
yang timbul merupakan fenemenon-femom rtentu yang menjadi dasar bagi setiap
masalah yang muncul ke permukaan. g emikian dapat dikatakan bahwa objek pada
penelitian ini telah sama dengan fo sebelumnya.

Subjek Penelitian

Selain objek penelitian, terdapat pula subjek dalam penelitian ini. Selain itu, subjek
penelitian diperlukan agar data yang didapatkan dapat diolah dan dianalisa dengan baik
karena subjek dianggap mampu memahami dengan baik fenomena dan permasalahan yang
ada serta memiliki informasi-informasi penting yang dibutuhkan.

Dengan demikian, subjek penelitian dapat dikatakan adalah peneliti itu sendiri beserta
informan-informan yang terkait. Informan-informan yang terkait adalah pihak-pihak yang
masuk ke dalam fokus dan juga lokasi penelitian. Pendekatan dengan cara tersebut diperlukan
agar subjek yang ada tidak memberikan informasi yang luas dan harus sesuai dengan tujuan
awal penelitian. Dengan demikian informan yang dimaksud adalah:

a. Pemilik Usaha Mikro dan Kecil dan/atau pihak manajerial dari usaha tersebut yang
sekiranya mengetahui informasi yang dibutuhkan, termasuk ke dalam sektor industri
percetakan, dan berada di wilayah cakupan Jakarta Selatan, khususnya pada wilayah
Kecamatan Cilandak.

b. Pegawai pajak yang ditunjuk atau sebagai representatif dari KPP Pratama Jakarta
Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai informan pembantu.




Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan
struktur pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan yang diajukan akan tetap berisikan
pertanyaan-pertanyaan yang telah disesuaikan dengan tujuan dan fokus awal penelitian. Selain
wawancara, penelitian juga menggunakan teknik dokumentasi-dokumentasi kepada para
informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Untuk mendukung kedua
teknik atau instrumen penelitian di atas, serta dalam rangka pengujian keabsahan atas data-
data dan informasi yang diperoleh, diperlukan teknik ketiga sebagai penyeimbang di antara
keduanya. Teknik observasi atau pengamatan secara langsung atas diri informan, dan
lingkungan sekitar serta tempat kerjanya, kemudian dipilih dan menjadi penting untuk
dilakukan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sendiri yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan
teknik pengumpulan data menurut Mutiah, etal. (2011). Penjelasannya adalah sebagai
berikut:
a. Survei Pendahuluan dan Kepustakaa
Dilakukan dengan mencai
sebenarnya terjadi di
wawancara pra-riset
dokumentasi data-date
memperkuat fenome
sebagai kerangka das
literatur-literatur terda
b. Pengumpulan Data Lap
Pengumpulan data lapang gumpulan data yang ditujukan kepada
informan-informan yang dipilth“sesua dengan lokasi penelitian dan kriteria yang
telah ditentukan sebelumnya. Pada tahapan ini, pengumpulan data memfokuskan
pada penyelesaian
fenomena yang terja

wamwnnw kembali dengan fenomena-
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan model analisis
dari Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2014, 334) yang mengemukakan bahwa aktivitas-
aktivitas yang digunakan dalam analisis data kualitatif menggunakan data reduction (reduksi
data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verification (kesimpulan/
verifikasi). Segala aktifitas yang ada perlu diperhatikan sistematikanya agar dapat
menghasilkan analisis dan pembahasan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya pada
lapangan.

endahuluan mengenai permasalahan yang
elitian ini survei pendahuluan berupa
yang menjadi subjek penelitian,

rangka pencarian masalah dan
I teori-teori awal yang dibutuhkan
nggunakan kajian pustaka serta dari

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam proses keabsahan
datanya, di mana pada dasarnya, triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan dan
memfokuskan pada proses validasi data berdasarkan sumber-sumber penelitian yang sesuai
dengan objek dan fokus penelitian seperti yang telah tercantum di atas. Pada penelitian ini,
triangulasi yang digunakan adalah jenis triangulasi sumber dan teknik. Validasi dilakukan
berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada informan lain yang sesuai dan dapat
digunakan sebagai perbandingan, dapat dilakukan berdasarkan informasi antar informan baik
kunci dan pembantu, maupun informan lain yang berada di kisaran keduanya, seperti orang




sekitar, pekerjanya, dan lain sebagainya. Kredibilitas dari suatu data akan meningkat apabila
semakin banyak kesamaan yang muncul di antara masing-masing data yang keluar dari
informan-informan tersebut.

Kemudian untuk triangulasi teknik, dilakukan dengan membandingkan data antara
dokumentasi, wawancara; baik hasil maupun catatan langsung di lapangan, serta dapat
digunakan observasi sebagai cara triangulasi. Bila terdapat perbedaan yang besar dan jauh
dari data utamanya, maka informasi dari suatu data tidak dapat dipakai dan harus mencari data
utama dari informan yang berbeda untuk kemudian dicocokkan kembali dengan sumber
informan yang sama seperti pada informan yang digunakan pada proses triangulasi
sebelumnya.

IvV. Hasil dan Pembahasan

Dampak Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak

Informan menyatakan bahwa keadaan tersebut tidak berjalan semestinya di lapangan,
karena masih banyak masyarakat yang malas dan membandel dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya tersebut. Sosialisasi yang intens, bahkan sampai turun langsung ke lapangan
masih perlu dilakukan sehingga persentase_penerimaan yang ada tidak dapat dijadikan tolak
ukur secara keseluruhan atas keberh psialisasi perpajakan, terutama yang telah
dilakukan oleh KPP Pratama Jakart pada kenyataannya, banyak faktor lain
yang mempengaruhi keberhas asi, sehingga perlu dipelajari lebih
mendalam atas faktor-faktor lai

Berdasarkan uraian-ur
perpajakan, dan mengetahui s
penting yang selalu dibicaraka

N membahas dampak sosialisasi
ya, dalam dua sudut faktor penentu
dahulu. Faktor-faktor tersebut adalah
idak lepas dari adanya Surat Edaran
. ang menjelaskan bahwa administrasi
perpajakan Indonesia yang menganu assessment system menuntut peran aktif Wajib
Pajak secara mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memenubhi
kewajiban perpajakan tersebut denganghbaik, jib, Pajak harus memiliki pengetahuan dan

pemahaman yang baik tentan uhi kewajiban perpajakannya.
Penyuluhan atau sosialisasi atu upaya dan proses memberikan
informasi perpajakan untuk i n getahuan, keterampilan, dan sikap

masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar
terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan yang ada. Dengan demikian berdasarkan petunjuk teknis tersebut, sosialisasi
penting bagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta mendorong faktor-faktor lainnya
berupa kesadaran, kepedulian, dan turut aktif berkontribusi dalam satu kesatuan yang
dinamakan sebuah kepatuhan atas pajak, menjadikan faktor-faktor tersebut sangat penting
untuk dibahas selanjutnya.

Oleh sebab itu, seharusnya sosialisasi perpajakan yang ada perlu menyesuaikan diri
supaya mampu mendorong masyarakat untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dalam kenyataan di lapangan terkadang
banyak aspek-aspek lain yang menghalangi sosialisasi perpajakan untuk memberikan dampak
yang positif sesuai dengan teori di atas. Aspek-aspek tersebut yang kemudian menjadi
bahasan penting dalam sub bab ini, yang selanjutnya kembali dihubungkan dengan teori-teori
serta kajian pustaka yang ada untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di
lapangan. Dampak sosialisasi perpajakan, menjadi kenyataan yang harus disadari dalam
perjalanan perpajakan di Indonesia.




Berdasarkan pandangan untuk informan pertama dalam sektor mikro, informasi-
informasi yang didapatkan melalui sosialisasi sebagai sebuah cara untuk merubah kebiasaan,
dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh, “Kemungkinan bisa juga merubah kebiasaan kita
dari yang sebelumnya nggak bayar, sekarang jadi bayar pajaknya, seperti itu menurut saya
dampaknya”. Sedangkan untuk informan kedua, beliau berpendapat bahwa sosialisasi
perpajakan saat ini mampu “Memberikan kesadaran baru, terutama bagi generasi muda, dan
untuk teknis membayar pajak juga semakin paham sehingga meningkatkan keinginan
informan dalam membayarkan pajaknya.”

Informan kedua terlihat aktif dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak, dan
konsultasi langsung ke kantor pajak apabila mengalami kesulitan dalam hal pembayaran
pajaknya. Begitupula dengan yang terjadi pada informan ketiga dalam sektor usaha kecil.
Secara tidak langsung beliau menyadari bahwa “Informasi sosialisasi menuntutnya untuk
lebih aktif bertanya langsung kepada pegawai pajak atas kesulitan-kesulitan pajak yang
dialami.”

Keaktifan tersebut juga dapat terlihat dari adanya bukti-bukti, yang meskipun beliau

sendiri mengungkapkan kerisauannya atas kesulitan yang dialami, namun dengan adanya
bukti-bukti dokumentasi pembayaran pajak tersebut dapat menguatkan asumsi atas diri
informan tersebut sebagai Wajib Paj ), patuh membayar pajak dengan baik dan
benar. Sesuai dengan kajian pustak as, terutama pada kriteria Wajib Pajak
Patuh, terlihat bahwa masing iki dampaknya masing-masing bila
dibandingkan setiap informasi ia tersebut.

Berikut akan dijelaskan tiap-tiap informan:

a. Berdasarkan inform3 rman pertama dalam sektor usaha

mikro, terlihat bahwa masuk ke dalam informan pertama.
Hal ini disebabkan olef gkapkan informan bahwa beliau tidak
membayarkan kewajiban engan alasan-alasan yang menyertainya.
Di mana alasan yang muncul ada arena alasan lingkungan yang tidak membayar
pajak, belum berbadan hukum, dan adanya semacam pemeriksaan atas usahanya

tersebut menurut beliau tid dibayarkan alias nihil. “Lagipula,
sekitar 2 tahun ya IaI p ti konsultan yang datang kemari
mengadakan semac ngen aha ini, dan kata mereka sih ya,
nihil ya, tidak ada p di rkan.® Dengan demikian, secara langsung

informasi yang dldapatkan darl sosialisasi-sosialisasi yang ada ternyata tidak
memberikan dampak bagi kepatuhan informan dalam membayarkan kewajiban
perpajakannya.

b. Pada informan kedua, terlihat bahwa kriteria di atas telah sesuai dengan seluruh
informasi yang beliau ungkapkan dalam pembahasan-pembahasan. Terutama pada
aspek-aspek kesediaannya dalam “Membayar pajak, tidak menunggak kewajiban
perpajakannya dalam waktu tiga terakhir ini.” (meskipun ada sebelumnya, namun
informan menyatakan bahwa hal tersebut telah diketahui oleh fiskus, dan telah
mendapatkan izin untuk menunggak dan menunda pembayaran atas tunggakan yang
ada), serta yang paling penting adalah karena tidak pernah terkena pidana atas kasus
hukum perpajakan yang sebelumnya ada. Dengan demikian, diketahui bahwa pada
informan kedua, sosialisasi telah memberikan dampak yang positif dalam
meningkatkan kepatuhan pajak beliau, tetutama dalam hal kesediaan untuk tahu lebih
dalam dengan berkonsultasi secara langsung dengan kantor pajak.

c. Sama halnya dengan yang terjadi pada informan ketiga, sesuai dengan Kriteria-
kriteria di atas, informan telah memenuhi setiap kewajiaban perpajakannya dengan
sangat baik, terutama alasannya yang “Harus patuh terhadap segala macam




peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai ulil ‘amri, apapun yang terjadi,
seburuk apapun peraturan yang ada akan tetap dijalani,” bahkan untuk masalah
perpajakan sekalipun. Dan dengan tambahan dokumentasi-dokumentasi bukti pajak
yang lainnya maka dapat dipastikan bahwa sosialisasi telah memberikan dampak
yang positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak beliau, sesuai dengan kriteria di
atas, baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat pendirian,
sampai sekarang ini, sepertinya dampak tersebut tidak akan berubah selama informan
tetap memiliki usahanya tersebut, apapun yang terjadi, sama halnya dengan yang
disampaikan pada informan kedua sebelumnya.

Dampak Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Tax Amnesty

Selain sosialisasi ditujukan kepada permasalahan atas pajak secara umumnya,
khususnya terhadap pajak menurut PP 46 Tahun 2013, atau yang lebih dikenal dengan pajak
sektor UMKM. Dalam perkembangannya, sosialisasi tidak hanya bertujuan untuk hal tersebut
saja. Program-program baru lainnya yang dirasakan memerlukan proses sosialisasi, sangat
penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut tentunya terjadi juga dalam tax amnesty, di mana
dalam perjalanannya, tax amnesty menjadi_kebijakan baru yang dirasakan masih aneh bagi
sebagian kalangan masyarakat. Bagi ham, tentunya program baru tersebut tidak
j ke depannya.
am terbarukan yang penting untuk

terjadi pada akhir tahun 2016 dan
, dan menyeluruh perlu diperlukan
agar dapat berjalan dengan ta di lapangan menunjukkan, dari
beberapa observasi awal, suda telah dilakukan, terutama saat-saat
akhir periode tax amnesty. “Ikl akat, billboard, reklame, brosur, dan
informasi-informasi yang didapa ]
menjadi tempat-tempat yang sering menjadi‘target tax amnesty. Pada dasarnya, sosialisasi atas
program tax amnesty tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan dan kajian pustaka lain yang
berkaitan tentang bentuk-bentak sosialisasi, tujuangkegunaan, dan strategi-strategi pendukung
sosialisasi lainnya.

Secara kajian pustaka, sosialisasi e ak dibahas secara tersendiri dalam
beberapa peraturan, buku-b k un ‘penelitian terdahulu. Bahkan dalam
Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tidak
diatur secara khusus mengenai sosialisasi atas tax amnesty. Berdasarkan penelusuran
kepustakaan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penelusuran media
internet juga tidak menemukan hal tersebut. Jadi, peneliti dalam hal sosialisasi secara khusus
untuk tax amnesty tidak membahasnya secara rinci.

Dengan demikian, peneliti akan membandingkan informasi yang didapatkan dengan
aturan yang ada sebelumnya atas sosialisasi perpajakan secara umumnya, yaitu menurut Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011. Hal ini dilakukan supaya pembahasan
berjalan berkesinambungan antara pajak sektor UMKM dan tax amnesty tanpa ada batasan
pemisah di antara keduanya, selain alasan yang telah dikemukakan di atas. Perlu diketahui
selanjutnya, bahwa dari ketiga informan dalam penelitian ini, semuanya telah menyatakan
bahwa diri dan usahanya tidak ada yang mengikuti program tax amnesty tersebut. “Kebetulan
kita nggak ada, harta yang terlalu besar itu nggak ada, jadi ya kita emang nggak ngikut, (1)”
“Jadi ya sudah, saya nggak ikut tax amnesty itu karena memang belum paham itu tadi,
walaupun secara sekilas sih ya tau... (2)” “Saya dateng ke sana, alah sudah lah pak nggak
usah tax amnesty... (3)”

Dengan demikian, tax
diadakan sosialisasi, terutama u
awal tahun 2017. Sosialisasi




Lantas, analisa dampak sosialisasi atas tax amnesty menjadi sangat sulit untuk
dilakukan. Peneliti kemudian mempergunakan cara lain supaya mendapatkan bahan yang baik
dalam menganalisa dampak sosialisasi yang muncul. Atas hal tersebut, peneliti menggunakan
data perspektif para informan dalam memberikan gambaran atas dampak yang mungkin
muncul, seandainya para informan tersebut menjadi bagian dari Wajib Pajak yang sesuai
dengan kriteria yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak. Di mana Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty diwajibkan untuk
mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan dan membayar sejumlah uang
tebusan atas harta yang diungkapkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kriteria di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016,
kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani proses hukuman
pidana atas tindak pidana perpajakan, semuanya perlu mengungkapkannya ke dalam Surat
Pernyataan Pengungkapan Harta, selain diungkapkan juga dalam Surat Pemberitahuan atau
SPT, dan membayar uang tebusan sejumlah tarif yang ditentukan.

Kegiatan pada program tax amnesty, atau dalam slogan terkenal pajak adalah ungkap,
tebus, lega dilakukan sendiri oleh \A pgan bantuan dan konsultasi dari pegawai
epat untuk membuat Wajib Pajak patuh
nforman yang ada tidak mengikutinya
3s kondisi sebenarnya di lapangan

dan paham terhadap tax amnes
sehingga tidak dapat disimpul
mengenai dampak sosialisasi .

Apabila peneliti melihat spektif, seperti yang telah dijelaskan
ing mampu memberikan peningkatan
a informan sektor mikro. Berdasarkan
pengalaman dari informan-informa ai “Wajib Pajak yang telah membayar
pajak secara patuh sebelumnya, merasa“perlu-tintuk ikut program tax amnesty. Hal tersebut
kemudian dikuatkan dengan adanya undangan yang muncul kemudian, untuk mengikuti
program tax amnesty,” yang diterimayolehyinf

Tetapi, dalam perjalan i endiri yang menyatakan bahwa “Tidak
perlu mengikuti program ter ah diadakan pemeriksaan langsung
oleh pegawai pajak tersebut. i in an tersebut tidak memikirkannya
lagi dan menganggap tax amnesty hanya sebagai sebuah penambahan ilmu pengetahuan yang
bermanfaat dan pemahaman informasi atas masalah perpajakan yang mnncul di kemudian
harinya.

Secara tidak langsung, informan-informan juga menyatakan bahwa apabila terdapat
sosialisasi langsung yang lebih intens lagi antara pegawai pajak dengan para informan, maka
dapat dipastikan kesadaran yang dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan akan lebih
memberikan arti. Sehingga secara garis besar, sosialisasi, terutama yang dilakukan secara
langsung mampu memberikan peningkatan bagi kesadaran para informan dan pada akhirnya
mau mengikuti program tersebut, yang mengakibatkan peningkatan juga bagi kepatuhan para
informan atas program tax amnesty tersebut.

Walaupun dampak tersebut muncul secara tidak langsung, peneliti dapat memberikan
kesimpulan, bahwa sekali lagi, motif-motif tertentu terkadang kembali menjadi halangan
dalam memberikan dampak yang sesungguhnya. Begitu halnya dengan yang terjadi pada tax
amnesty ini, alasan-alasan yang terungkap secara langsung atau tidak langsung, menjadikan
dampak yang ditimbulkan selalu berubah-ubah, tergantung dilihat dari sisi mana dampak
tersebut muncul, secara langsung atau tidak langsung, dan lain sebagainya. Secara garis besar,
peneliti menyampaikan bahwa pada tax amnesty ini memiliki dampak yang bertolak belakang

bagi informan, terutama seperti




dari dampak yang ada pada pembahasan sebelumnya, meskipun memiliki penghalang yang
sama, yaitu motif-motif atau tujuan-tujuan tertentu.

Dampak Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Pemahaman Pajak Dan Tax
Amnesty

Berdasarkan informasi yang tertera pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui
bahwa sosialisasi memberikan dampak untuk beberapa faktor yang berkaitan secara langsung
maupun tidak langsung. Faktor yang berkaitan tersebut, seperti yang telah disebutkan pada
pembahasan sebelumnya, bahwa faktor penentu penting berasal dari kepatuhan dan
pemahaman pajak. Selain karena keterkaitannya yang erat dengan sosialisasi perpajakan dan
saling berhubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya, pemilihan tersebut tidak lepas
dari adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, sebagai dasar
dalam penelitian ini secara keseluruhan atas sosialisasi perpajakan tersebut.

Pada sektor usaha mikro, informan pertama menyatakan bahwa secara garis besar,
dengan adanya sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung membuat
informan “Jadi tahu apa itu pajak, dari yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu.”
Namun, untuk informasi yang diterima_secara langsung, perlu memperhatikan aspek yang
dilihat secara eksplisit atas keteran ersebut. Dengan diadakannya sosialisasi,
atau yang dalam bahasa info 2endataan, sensus-sensus seperti itu,”
membuat informan mengetahui terutama untuk pajak atas usahanya
tersebut. Secara eksplisit, infor jak, dan memahami beberapa aspek
lainnya, seperti pembayaran )ajak,” dan lain sebagainya. Dengan
demikian dari keterangan-ke cara keseluruhan diketahui bahwa
sosialisasi yang dilakukan ma aman pajak saat itu, hingga sekarang
ini (saat terakhir diwawancarai).

Sama halnya dengan yang te an kedua dan ketiga, yang berasal dari
sektor mikro lainnya dan sektor kecil. Di*mana pada dasarnya, baik yang diungkapkan secara
langsung maupun eksplisit, telah memberikan dampak yang besar bagi peningkatan
pemahaman perpajakan mereka. “Darigyang nya tidak mengetahui, setelah adanya
sosialisasi, langsung atau tidak lan , ingkatkan pemahaman mereka.

Dengan adanya sumber-sum J t but, peneliti menyimpulkan bahwa
telah benar semua informas y genai kat pemahaman informan dalam
mengetahui segala sesuatunya tentang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan informasi
atas kewajiban perpajakannya. Meskipun terdapat satu informan yang belum memenubhi
kewajiban perpajakan secara baik dan benar, dalam artian tidak membayarkan pajaknya ke
fiskus, sebagai pihak yang berwenang dalam memungut pajak. Tetapi informan tersebut telah
mengetahui tentang pajak itu sendiri. Bahkan telah menerima manfaat dari salah satu alat
pajak, yaitu NPWP, yang seharusnya dengan informan telah memiliki NPWP tersebut, beliau
telah paham betul akan kewajiban perpajakannya.

Namun, sekali lagi, motif yang seperti telah banyak dibahas sebelumnya, kembali
menghalangi informan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, secara
garis besar, sosialisasi yang telah informan-informan tersebut dapatkan, terutama sosialisasi
secara langsung, mampu meningkatkan pemahaman perpajakan ke arah yang lebih baik.
“Dari yang sebelumnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Dari yang sebelumnya tidak mau,
sekarang menjadi mau membayarkan pajaknya.” Sama dengan yang terjadi pada pemahaman
akan tax amnesty, apabila informan mendapatkan sosialisasinya lebih intens lagi dari yang
sebelumnya, “Mungkin bagus juga, kita jadi bisa mengerti lebih lanjut, lebih paham. Belum
pernah ada sosialisasi langsung...” Dengan demikian, peneliti dapat simpulkan bahwa
kemungkinan besar sosialisasi yang intens dan langsung mampu meningkatkan pemahaman




perpajakan beliau. Bahkan sampai ke tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang dibutuhkan
dalam pemenuhan kewajiban mereka di bidang tax amnesty, seperti yang telah dijelaskan
secara lengkap sebelumnya. Secara aturan, terlihat informan belum paham atas sosialisasi
yang ada, dan diharapkan ke depannya sosialisasi secara langsung dapat berjalan merata agar
mampu mencapai informan-informan seperti beliau.

Untuk informan kedua, dapat diketahui bahwa beliau telah mendapatkan informasi-
informasi yang cukup atas tax amnesty. Dan beliau berpendapat bahwa kemungkinan besar
prosedur tax amnesty akan lebih menyulitkan dari yang sebelumnya, atau dalam bahasa
informan adalah ‘njelimet’. Secara mekanisme, beliau mengetahui satu hal, yaitu “Kita harus
mencantumkan kekayaan...” Berdasarkan informasi tersebut, informan setidaknya telah
mengetahui esensi penting dari sebuah tax amnesty, dan pencantuman kekayaan merupakan
bentuk perwujudan pemahaman yang tepat, sesuai dengan penjelasan yang telah dilakukan
sebelumnya. Hal-hal lainnya, seperti tarif, dan lain sebagainya, tidak diketahui oleh beliau.
Namun dikarenakan informan telah mengetahui dan paham atas beberapa prosedur tax
amnesty, yang secara tidak langsung beliau ketahui, dan mekanismenya seperti yang
diterangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang ada, terutama secara
langsung mampu meningkatkan pemahaman_pajak informan ke arah yang lebih baik. Dan hal
tersebut, telah sesuai dengan kete A, yang pertama, yang menyatakan bahwa
secara langsung sosialisasi mampu ahaman akan program tax amnesty.

Informan ketiga dalam se akan hal yang berbeda dari yang ada
sebelumnya. Apabila peneliti p atas beberapa keterangan awal dari
informan, dan membanding au sebenarnya di lapangan, terlihat
bahwa sebenarnya sosialisasi bagi peningkatan pengetahuan dan
pemahaman beliau atas tax a adanya fakta bahwa beliau mampu
menyebutkan beberapa “Fungs amnesty“itu sendiri, dan memberikan
pandangannya atas program tersebt oleh peneliti. Beliau mengutarakan bahwa
tax amnesty “Itu bagus, jadi orang-orang-yang belum bayar pajak atau segala macam
diampuni, jadi kita itu tadi kalau ada yang tertunggak di pajak itu kita harus bayar, karena

ada amnesty jadi lebih m . n ikian, meskipun informan tidak
memberikan pengertian yan i ut telah cukup membuktikan bahwa
secara tidak langsung sosialisasi-sosi b ungan dengan tax amnesty, yang

pernah beliau terima. Dan ikan_penambahan pemahaman, sesuai dengan
keterangan-keterangan informan sebelumnya, meskipun tidak diungkapkan secara langsung.
Sehingga, sudah sewajarnya pemahaman diartikan sebagai faktor penting bagi keberhasilan
suatu sosialisasi.

V. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara dampak, telah mampu memberikan
peningkatan bagi kepatuhan atas pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 dan indikator-indikator Wajib Pajak Patuh lainnya, meskipun dampak yang ada dapat
terhalangi oleh alasan atau motif-motif tertentu yang mungkin saja terjadi. Sedangkan untuk
tax amnesty sendiri, sosialisasi perpajakan yang ada telah mampu memberikan dampak bagi
kepatuhan atas tax amnesty.

Bagi pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan telah mampu memberikan peningkatan
sesuai dengan kriteria hak dan kewajiban perpajakannya, meskipun dampak yang ada dapat
terhalangi oleh alasan atau motif-motif tertentu yang mungkin terjadi, dan sebagai
perpanjangan tangan dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak yang ada. Dan
yang terakhir, sosialisasi perpajakan tersebut juga mampu memberikan dampak peningkatan




pemahaman atas tax amnesty, tanpa ada alasan atau motif-motif tertentu yang mungkin
menghalangi.

Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat
beberapa hambatan dan keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah masih adanya informan
yang tidak mau memberikan dokumen-dokumen pendukung, sehingga beberapa informasi
yang tersedia masih memerlukan teknik-teknik triangulasi lainnya supaya menghasilkan
informasi yang valid. Informan yang digunakan berasal dari wilayah Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, dengan sektor yang berasal industri percetakan saja, sehingga hasil penelitian
tidak dapat digeneralisir untuk wilayah dan sektor industri lainnya. Diperlukan penelitian
lanjutan untuk menguji apakah penelitian ini masih sesuai di wilayah dan sektor industri
lainnya tersebut.

Berdasarkan beberapa kesimpulan, dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di
atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak yang
diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, sebagai berikut ini:

Bagi pemerintah, pihak Ditjen Pajak, dan KPP Pratama Jakarta Cilandak khususnya.
Disarankan untuk tetap menjadikan 503|allsa3| perpajakan sebagai faktor penting yang patut
diperhitungkan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga ke depannya sosialisasi
dapat berjalan dengan lebih baik lagi ecara langsung didapatkan dan dirasakan

Bagi Masyarakat. Dis
sosialisasi perpajakan yang dis
besar untuk menambah waw
UMKM dan tax amnesty.

secara aktif mengikuti setiap kegiatan
Pajak. Karena manfaatnya sangat
jakan, terutama untuk pajak sektor

*milik usaha sektor usaha mikro dan
eraturan perpajakan yang berlaku, dan
Stalisasi perpajakan yang diselenggarakan

kecil. Disarankan untuk senanti
berpartisipasi secara aktif dalam
oleh Ditjen Pajak.
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